MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 66 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 95 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM ADMINISTRASI
PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a bahwa untuk keseragaman bentuk dan format naskah

dinas yang berbentuk instruksi, perlu mengatur
kembali ketentuan mengenai Instruksi Menteri sebagai
naskah dinas dalam sistem administrasi perkantoran
Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun

2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran
Kementerian Perhubungan;

Mengingat 1L Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);



Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun
2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di
Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap
Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja
Sama di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1891);



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun
2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1096)

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PERHUBUNGAN NOMOR PM 95 TAHUN 2016 TENTANG
SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem
Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1096), diubah sebagai berikut:

1 Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5
Ketentuan mengenai format Instruksi Menteri berlaku
mutatis mutandis untuk Instruksi Pimpinan Unit

Organisasi Eselon I.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 59
Tahun 2010 tentang Sistem  Administrasi

Perkantoran Kementerian Perhubungan;



b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Naskah
Dinas Kementerian Perhubungan; dan

c. format Instruksi Menteri dan Instruksi Pimpinan
Unit Organisasi Eselon | dalam Lampiran |l
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82
Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,
Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerja Sama
di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan
Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 888),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Ketentuan Lampiran 1l mengenai Format Instruksi
diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal I
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juli 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 886

Salinan sesuai dengan aslinya

51RO HUKUM,

| H.. SH, DESS
ama Muda (IV/c)
1023 199203 1 003



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 66 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 95
TAHUN 2016 TENTANG SISTEM ADMINISTRASI
PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

FORMAT INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN



Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

NAMA
Pangkat/ Golongan
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya

HUKUM,

| H., SH, DESS
ama Muda (I\V/c)
1023 199203 1 003

Kota sesuai dengan
. A alamat instansi dan
Dikeluarkan di JAKARTA tanggal

penandatanganan

pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN _
Namajabatan dan
REPUBLIK INDONESIA, nama lengkap yang

ditulis dengan huruf
kapital

ttd

NAMA

Pimpinan Unit yang
membidangi Hukum

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



